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PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIHN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-UndangNomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih

T

dbersama Walikota Prabumulih telah rnenyempurnakan
“Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Prabbumulih Tahun Anggaran 2014
sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
682/KPTS/BPKAD/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014dan Rancangan Peratuan Watikota tentar.g Penjabaran APBDTahun Anggaran 2014:

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b.

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Kota Prabumulih
Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentinganumum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2014 Kota Prabumutih.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569),

TE Ke — —



2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah—

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik “IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan#
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3688):
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851): |

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan» Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI .. tahun 2001 Nomor
5 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 41 13),

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355):
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389):
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksanaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 4437):

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncmor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2600 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 4021) :



14.

15,

16.

17.

18.

19,

20.

20.

21.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaranPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4090):
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PajakDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomar 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2071 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indnnesia Tahun 2001Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara»Republik Indonesia Nomor 4503):
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4574):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia ahun 2005 Nomor 138 ambahan Lembaran Negaraepublik Indonesia Nomor 4576)

.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
'

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

ika2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
43 Peraturan Pemerintah Nomor

Pengelolaan Keuangan Daerah (
58 Tahun 2005 tentang

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Lembaran Negara Republikambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4585):



25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepubtik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 3
26, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

"

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

27. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaPrabumulih Nomor 5 Tahun 2013 dan Keputusan WalikotaPrabumulih Nomor 5 Tahun 2013 tentang PersetujuanTerhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kota Prabumulih tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIHHi dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUNANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014:sebagai berikut:
H

1. Pendapatan Daerah
Rp. 781.687.697.797

2. Belanja Daerah
(Rp. 845.930.197.797) »(Defisit) (Rp. 64.242.500.000)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 66.000.660.000
b. Pengeluaran (Rp. 1.757.500.000) 8

Pembiayaan Netto Rp. 64.242.500.000 4Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: Rp. 0



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 51.875.246.244, -b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 641.211.110.074,-C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 88.601.341.479,-

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 17.005.000.000,-b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 4.880.000.000, -C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlahRp.1.000.090.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.28.990.246.244, -
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 225.361.045.074b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 383.313.715.000, -C. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 32.536.350.000, -

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah sejumlah Rp. 0
b. Dana darurat sejumlah Rp. 0
c. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlahRp. 25.175.821.200,-
d. Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus Rp. 0e. Dana Tunjangan Profesi Guru Rp. 56.594.540.000,- aa.f. Bantuan “Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah DaerahLainnya Rp 6.839.989.279,

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri cari :a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 364.723.588.618, -. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 481.206.609.179,-
b.

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 358.756.703.618,-b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0
C. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
d. Belanja hibah sejumlah Rp. 2.903.500.000,-e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 316.250.000,-f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintah Desa sejumlah Rp. 2.068.500.000,-9. Belanja Bantuan Keuangan Rp 0
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 678.635.000, -

Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 17.163.030.000,-b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 208.321.769.798, -Cc. Belanja modal sejumlah Rp. 255.721.809.381,-

b



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerirnaan sejumlah Rp. 66.000.000.000,-b.
Pengeluaran sejumlah Rp. 1.757.500.000, -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenispembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlahRp. 55.847.927.954,-

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumtah Rp. 0Penerirnaan pinjaman dari pemerintah dan obligasi daerah sejumlah Rp. 0Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 10.152.072.046,-

d.
e.
f.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenispembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000, -C. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 757.500.000, -d. Pemberian.Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD:
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah danorganisasi SKPD:
3. Lampiran HI Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi SKPD, program, dan kegiatan:
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduanurusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangkapengelolaan keuangan negara,

Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
Lampiran VII Daftar piutang daerah:
Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) Gaerah,
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Lampiran IX” Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetapGaerah:
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain:
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11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yangbelum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahunanggaran ini:
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah »dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasai6
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Prabumulih dapat melakukanpengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

ayat (1) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Kota

-(2) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada
Prabumulih dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnyamemenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dantidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
C. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah,
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihanyang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD Kota Prabumulih.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Prabumulih ini, maka Peraturan WalikotaPrabumulih Nomor 30 tahun 2011 tentang belanja bersifat mengikat dan belanja :wajib dalam rangka pelaksanaan APBD Kota Prabumulih dinyatakan tidak berlaku.”



Pasal 9
Peraturan Daerah Kota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Pe

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 3| Desember 2013

WALIKOTA PRABUMULIH,
Pn

2 N
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Diundangkan di Prabumulih
N

pada tanggal, 2." Januari 2014
».. Pit. SEKRETARI ERAH
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LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2014 NOMOR 1
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